BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

bahwa untuk menyesuaikan Perubahan Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang -~ Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Menetapkan

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten



Tebo
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2018 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1,

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan

Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) pasal 4 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(4)

Pasal 4

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan
wakil dari penduduk Desa  berdasarkan
keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan
secara demokratis dengan memperhatikan 30%
(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah wilayah dusun.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal
pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih
untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali
secara berturut - turut atau tidak secara berturut —
turut.

Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

Pasal 9

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan

Desa adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal lka;

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
atau sudah pernah menikah;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah

menengah pertama atau sederajat;

bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan

Permusyawaratan Desa; dan

g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara

o



(2)

demokratis.

Bagi Anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/Aparatur
Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap pada Instansi
Pemerintah/Karyawan  Badan Usaha Milik
Negara/Daerah/Swasta harus mendapat  izin
tertulis dari atasannya.

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

Pasal 26

Anggota BPD berhak :

- mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

. mengajukan pertanyaan;

- menyampaikan usul dan/atau pendapat;

. memilih dan dipilih;

mendapatkan tunjangan dari anggaran

pendapatan dan belanja Desa yang bersumber

dari Alokasi Dana Desa dan besarannya
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan
dan ketenagakerjaan;

g. dapat diberikan perlindungan hukum atas
pelaksanaan tugas; dan

h. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali
di akhir masa jabatan sesuai kemampuan
Keuangan Desa.

Hak Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan

dalam musyawarah BPD.

Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

anggota BPD berhak :

a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui
pendidikan dan pelatihan, sosialisasi,
pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan
yang dilakukan di dalam negeri; dan

b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tebo bagi Pimpinan dan anggota BPD

yang berprestasi.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

PARAF HIERARKHI

e Ditetapkan di Muara Tebo
KEPALA DDVAS PoD pada t ggal 2 -\ - 2025
\

SEXRETARES PMD BUP. EBO £
KEPALA BIDAN ﬁ -
KEPALA BIDANG q, ‘0

SWADAYA
MASYARAKAT

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 3- 11 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

—

SINDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR .8
NOMOR REGISTGER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO : (5:8y ) )
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